
PEMERI NTAH KOTA BANJARBARU

DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
Alamat: JIn. Wijaya Kusurna No.7 Banjarbaru Telp/Fax. 0511-6749072

KEPUTUSAN KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KOTA BANJARBARU

NOMOR 188.4/or{.r/Set./DARPUSDA I 2O2A

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

KOTA BANJARBARU TAHUN 2A2A

KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KOTA BANJARBARU

Menimbang : a.bahwa dalam ketentuan pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 81
Tahun 2A1O tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2O1O -
2A25 dan dalam rangka Evaluasi Reformasi Birokrasi telah
ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor I Tahun ZOL? tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun
2aL4 bntang Pedoman Evaluasi Reforrre.si Birokrasi Instansi
Pemerintah, karena ifu dalam rangka optimalisasi reformasi
birokrasi di lingkungan Dinas Arsip dan perpustakaan Daernh
Kota Banjarbaru , dipandang perlu dibentuk Tim Reformasi
Birokrasi di lingkungan Dinas Arsip dan perpustakaan Daera-h
Kota Banjarbaru;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a konsideran di
atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Arsip
dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah ?ingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun Lggg Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SS22);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun Lggg tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

3. undang-undang Nomor 33 Tahun 2ao4 tentang perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2aa4 Nomor
126, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
aa3$;

a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 ten6ng Keterbukaan
Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO8 Nomor 6L, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aSaG);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2AA9 tentang Pelayanan
Publik {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2aog



Menetapkan

KESATU

KEDUA

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia "Tahun 2Ol4
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik-Indonesia
Nomor 5a9fl;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun
2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2O1O-2025;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara &
Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Roadmap
Reformasi Birokrasi 2015 - 2019;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang
Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi
pada Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor L4 Tahun 2OL4
tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi
Pemerintah

l l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pen5rusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 2A36);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1O Tahun 2OL6
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Trhts, 2AL6 Nomor 10).

MEMUTUSKAN

Keputusan Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota
Banjarbaru tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di
lingkungan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota
Banjarbaru Tahun 2O2O, yang terdin dari Tim Pengarah,
Sekretariat dal Kelompok Kerja;

Menunjuk dan menugaskan nama-na-rna yang tersebut dalam
lampiran surat keputusan ini dalam Tim Reformasi Birokrasi Di
lingkungan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota
Banjarbaru

Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Di lingkungan Dinas Arsip
dan Perpustakaan Daerah Kota B.dnj'arbaru berfugas :

1. Memberikan arahan mengenai reformasi 'birokrasi di
lingkungan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota
Banjarbaru;

2. Melakukan proses
reformasi birokrasi
Perpustakaan Daerah

pengawasan terhadap pelaksalaan
di lingkungan Dinas Arsip dan

Kota Banjarbaru

KETIGA



KEEMPAT

Tim Kesekretariatan Reformasi Birokrasi Di lingkungan Dinas
Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota BanJarbaru bertugas ' .::

1. Membantu Tim Pengarah dalam pelaksanaan tugas-tugasnya
2. Melakukan Koordinasi dengan Tim Kelompok Kerja (Pokja)

area I sampai dengan VIII
3. Membantu Tim Kelompok Keda dalam penyiapan bahan-

bahal pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas
Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru bertugas

Tim Kelompok Kerja (Pokja) Reformasi Birokrasi Di lingkungan
Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru,
bertugas :

1. Merancang pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan
area yang diemban atau yang menjadi tugasnya

2. Melaksanakan area perubahan sesuai dengan road map yafig
telah disepakati dan ditetapkan di lingkungan Dinas Arsip dan
Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru

3. Melaksankan perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi
sesuai dengan rencana tindak lanjut (RTL) dari hasil evaluasi
yang dilakukan Tim Assesor Reformasi Birokrasi

4. Melaksankan monitoring dan evaluasi secara berkala
pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Arsip
dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai
berakhirnya Tahun Anggaran 2O2O. L
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam putusan ini
akan diadakan perbaikan sebagimana mestinya

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota
Banjarbaru;

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada Tim Reformasi
Birokrasi untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana
mestinya

Ditetapkan di : Banjarban:
Pada Tanggal : Januan 2O2A

S ARSIP DAN

RUFIN, M.Si

NIP. 19650718 199203 1007



Lampiran : Surat Keputusan Pembentukan Tim
Reformasi nirokrisi ' Di lingkungan
DARPUSDA Kota Banjarbaru Tdhun 2O2O
Nomor :788.41
/Set./DARPUSDA /2a2o
Tanggal : Januasi 2O2O

SUSUNAN TIM REFORMASI BTROKRASI
DI LINGKUNGAN DINAS

KOTA BANJARBARU TAHUN 2O2O

NO
KEDUDUKAN
DALAM TIM

RB
NAMA JABATAN

TIM PENGARAH
1 Kettra Drs, A. Mahrufin, M.Si Kepala Dinas

TIM SEKRETARTAT
1 Ketua Ir.Marisa Nila Sari.MM Sekretaris
2 Sekretaris Rosida Ridha, SP,MM Kasubag Perencanaah dan

Keuangan
3 Anseota 1. Sari Damavanti. SE Pelaksana

2. Lidya, ST Pelaksana
3. Mahmud Svakir, S.Kom Pelaksaha

TIM KELOMPOK KERJA

KELOMPOK KERJA MANAJEMEN PERUBAHAN
AREA I

1 Ketua M. Nahwani, S.Sos, MM Kabid Kearsipan
2 Sekretaris Diah YuIi Asih, SE,MM Kasi Pengolahan Bahan

Pustaka
3 Angqota Nanang Khairani, SE Kasi Kearsipan Dinamis

Romy Arrrianto. S.Sos Arsiparis
Rifa Melia, S.Kom Pelaksana

KELOMPOK KERJA PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
AREA II

I Ketua M. Nahwani,S.Sos, MM Kabid Kearsipan
2 Sekretaris Syamsir Alamsyah,S. Sos Kasi Kearsipan Statis
J Anggota Ferma F'idia Astuti. A.Md Pelaksana

KELOMPOK KERJA PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI
AREA III

1 Ketua Drs. Alctrmad Mardhani Kabid Promosi, Pembinaan
dan Pengembangan
Perpustakaan

2 Sekretaris Siti Nurbaya, SE, MM Kasi Prornosi P'engembangan..
Budaya Baca

3 Anggota Nazli Laili, S.Kom Franata Komtruter
KELOMPOK KE.RJA PENATAAN TATA I,AKSANA

AREA TV
1 rema 

I

Deasy Ria Hermina,S.Sos Kasubbag Umum dan
Kepegawaian

2 Sekretaris Hezi Rifani, S.Hut Pelaksana



KELOMPOK KERJA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
AREA V

1 Ketua Deasy Ria Hermina,S.Sos Kasubbag Umum
Kepegawaian

2 Sekretaris Hezi Rifani, S.Hut Pelaksana
3 Anggota Gusti Rusnanita, S.E Pelaksana

KELOMPOK KERJA PENGUATAN AKUNTABILITAS
AREA VI

I Ketua Rosida Ridha, SP,MM Kasubbag Perencanaan dan
Keuangan

2 Sekretaris Sari Dama:ranti. SE Pelaksana
3 Anggota Lidva. ST Pelaksana

KELOMPOK KERJA PENGUATAN PENGAWASAN
AREA VII

I Ketua Rosida Ridha, SP,MM Kasubbag Perencanaan dan
Keuanean

2 Sekretaris Sri Setvawati. SE Pelaksana
3 Aaggota Sudarmi Pelaksana

KELOMPOK KERJA PEMNGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
AREA VIII

1 Ketua Noor Misri Candra Dewi,
S.Sos. M.M

Kasi Pelayanan Perpustakaan

2 Sekretaris Naaang Khairani, SE Kasi Kearsipan Dinamis
3 Angqota Suryo Adi Laksono Pelaksana

Rina Faradilla. S.I. Pust Pelaksana

RUFIN, M.Si
BINA TK I

NrP. 1 96507 t8t992O31OO7
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PEifrERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Alamat: Jln. Wijaya Kusuma No.7 Banjarbaru Telp/Fax. 0511-6749072
Webaite: hFp:Ildarpusda,baniarbarukota.qo.idl E+nail : darpusda@Hniarbarukota.go.id

KEPUTUSAN KEPAI.A DINAS ARSIP DAN PERPUSTETNNNI DAERA;
KOTA BANJARBARU

NOMOR 1 88.4/oq.9 ISeI./DARPUSDAX2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR REFORMASI BIROKRASI
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAIGAN DAERAH KOTA BANJARBARU

KEPAIS DINAS ARSIP DAN PERPUSTAIGAN DAERAH KOTA BANJARBARU,

Menimbang : a.

b.

bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Refonnasi Birokrasi Republik lndonesia Nomor 11

tahun 2015 tentang Road Map Relarmasi Birokrasi 2015-2019, perlu
mem.bentuk Tim Asesor Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Arsip
Dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru;

bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Dnas Arsip Dan Perpustakaan Daerah Kota Baniarbaru yang mengacu
pada Road Map Kota Banjarbaru 2016-2021 dalam
mengimplementasikan, melaksanakan dan mengevaluasi
pelaksanaannya, di pandang pertu membentuk fim Asesor Reformasi
Birokrasi Dinas Asip Dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru;

bahwa hun$ a dan hurut b dimaksudt p&lu menetapkan dengan
Keputusan Kepala Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah Kota
Banjarbaru

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya
Daerah Tingkat ll Baniarbaru (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 3822);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004'tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun zA04 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4a38);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 200ti tentang Keterbukaan lnfonnasi
Publik (lembaran Negara Republk lndonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik lndonesia 'Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesfi Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 5 Tahu n ZAM tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahuh 2O14 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 549a);

Mengingat : 1.

2.

4.

o.
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PEifrERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Alamat: Jln. Wijaya Kusuma No.7 Banjarbaru Telp/Fax. 0511-6749072
Webaite: hFp:Ildarpusda,baniarbarukota.qo.idl E+nail : darpusda@Hniarbarukota.go.id

KEPUTUSAN KEPAI.A DINAS ARSIP DAN PERPUSTETNNNI DAERA;
KOTA BANJARBARU

NOMOR 1 88.4/oq.9 ISeI./DARPUSDAX2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR REFORMASI BIROKRASI
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAIGAN DAERAH KOTA BANJARBARU

KEPAIS DINAS ARSIP DAN PERPUSTAIGAN DAERAH KOTA BANJARBARU,

Menimbang : a.

b.

bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Refonnasi Birokrasi Republik lndonesia Nomor 11

tahun 2015 tentang Road Map Relarmasi Birokrasi 2015-2019, perlu
mem.bentuk Tim Asesor Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Arsip
Dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru;

bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Dnas Arsip Dan Perpustakaan Daerah Kota Baniarbaru yang mengacu
pada Road Map Kota Banjarbaru 2016-2021 dalam
mengimplementasikan, melaksanakan dan mengevaluasi
pelaksanaannya, di pandang pertu membentuk fim Asesor Reformasi
Birokrasi Dinas Asip Dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru;

bahwa hun$ a dan hurut b dimaksudt p&lu menetapkan dengan
Keputusan Kepala Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah Kota
Banjarbaru

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya
Daerah Tingkat ll Baniarbaru (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 3822);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004'tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun zA04 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4a38);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 200ti tentang Keterbukaan lnfonnasi
Publik (lembaran Negara Republk lndonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik lndonesia 'Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesfi Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 5 Tahu n ZAM tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahuh 2O14 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 549a);

Mengingat : 1.

2.

4.

o.



Lampiran :

TIM ASESOR KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI
DIhIAS ARSIP DAN PERPUSTA}GAN DAERAH KOTA BANJARBARU

LL

Nomor
Tanggal

Keputusan KepaHDinadArsip dan
Perpustakaan Daeiah
188.41 /SeI./DARPUSDA/2020

Januari 2020

No. NAMA.
KEDUDUKAN DALAM

TIM
1 2 3
1. r. Marisa Nila Sari, MM KEruA
2. losida Ridha. SP. M.M. ANGGOTA
3. Sari Damavanti. SE ANGGOTA

181992031007

.a



KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIIT,A

KEEI.IAM

Tim Asesor Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU terdiri atas: 1

1. Ketua;

2. Anggota;

Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Memeriksa kelengkapan data dukung dalam Pengisian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);

b. Menyampaikan lnformasi terkait Pengisian Mandiri Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi (PMPRB) kepbda Tim Reformasi Birokrasi (RB) dan Kelompok
Keria (Pokja);

c. Berkoordinasi dengan Tim Penilaidari lnspektorat.

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan melalui pertemuan rutin tingkat
pengarah, pelaksana dan Pokia, lndeks Kepuasan Masyarakat dan
pengaduan masyarakat, pengukuran target-target kegiatan Reformasi
Birokrasi "sebagaimana diuraikan dalam raod map dan realisasinya, dan
prtemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(PMPRB) yang dikoordinasi oleh lnspektorat Kota Banjarbaru.

S€ala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan inidibebankan pada
Dokumen Pelaksanaan Kegiatan (DPA) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
Kota Banjabaru Tahun Anggaran 2020.

: Keputusan inimulai berlaku pada tanggalditetaR$an-

: Apabila tedapat kekeliruan dalam kegrtusan ini, maka akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Walikota Banjarbaru (SebagaiLaporan )
2. lnspektorat Kota Banjarbaru
3. Arsip

Ditetapkan di

Pada tanggal

: Baniarbaru

: Januari 2020

181992031007

.a



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia""-Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia. Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2016
Nomor 114);

Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 241G2025;

Eraturan 
--IiJidi# 'i,iixiiiiSrnaan AEradi rrG6iit & 

-ir;ior#;i
Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Refonnasi Birokrasi
2015"- 2019;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pengusulan, Penetapan dan
Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentarg Petunjuk Teknis Penilaian
Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparptur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road
Map Refomasi Birokrasi Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi
lnstansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik lndonesia
Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pqmbentukan dan Susunan Perangkat.Daerah (Lembaran Daerah Kota
Banjafoaru Tahun 2016 Nomor 10);

Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baniarbaru
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019
Nomor 42).

MEMUTUSKAN: 
I

'' )erpustakaan 5ag'ah Kota BaniarbaruKeputusan Kepala Dinas Arsip dan F

tentang Pembentukan Tim Asesor Reformasi Birokrasi Dnas Arsip dan
Perpustakaan'Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 dengan susunan
keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Suiat Keputusan
ini.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17

Menetapkan


